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ABSTRAK : Kewenangan mengadili merupakan salah satu jenis eksepsi yang 

sering dijumpai dalam suatu sengketa terutama terkait dengan keperdataan, hal 

tersebut menentukan apakah suatu pengadilan memiliki kewenangan untuk 

memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan ataukah tidak. Penelitian ini 

dilatar belakangi dari adanya perbedaan penerapan hukum yang dijalankan oleh 

aparat penegak hukum di Indonesia khususnya hakim dalam menentukan 

kewenangan absolut suatu lembaga peradilan. Penulis dalam melakukan penelitian 

menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan melalui 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pendekatan studi kasus 

dengan mempelajari putusan serupa, dan juga pendekatan konseptual. Penelitian ini 

Penulis lakukan dengan tujuan untuk mengetahui mengenai penguraian unsur 

dalam perkara ini khususnya dari lembaga pemerintah yang juga digugat untuk 

melakukan pertanggung jawaban atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

serta mengetahui penerapan hukum yang sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Penilitian ini menghasilkan kesimpulan berupa, 

pertama, lembaga pemerintah pada perkara ini tidak dapat dituntut terkait dengan 

perbuatan melanggar hukum dikarenakan tidak memenuhi unsur pasal yang 

didalilkan, serta kedua, meskipun tidak memenuhi unsur pasal majelis hakim yang 

memeriksa perkara terkait haruslah menyatakan tidak berwenang dalam 

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut, dan yang berwenang adalah 

Pengadilan Tata Usaha Negara. 

Kata Kunci : Perbuatan Melanggar Hukum; Perbuatan Melanggar Hukum 

Pemerintah; Kewenangan Absolut; Lembaga Peradilan; 
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